
 

 

 

 
BUPATI  PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR :    6    TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH) 

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PROBOLINGGO, 

 
Menimbang  :   a.  bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan 

secara  seimbang  dan  serasi  untuk menjamin  keselarasan  

pembangunan  antar  daerah tanpa mengurangi kewenangan 

daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah               

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9                         

Tahun 2015; 

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam 

mewujudkan cita-cita dari tujuan daerah sesuai dengan visi, 

misi dan arah kebijakan daerah, visi, misi dan arah 

kebijakan daerah, maka konsistensi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas 

pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan 

perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan 

berkelanjutan; 

c. bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah 

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, 

kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah 

maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, 

diperlukan dokumen perencanaan daerah; 

SALINAN 
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d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah                 

Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo                        

Tahun 2018-2023. 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);   

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);   
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);   

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007                   

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700);  

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4721);  

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 5234);  

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008                

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815);   

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 4817);   

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042);   

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 
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20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi 

Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2031; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 1 Tahun 2017; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08                   

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka  

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo                          

Tahun 2005-2025; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13                  

Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03                    

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029; 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo                    

Tahun 2016 Nomor 6 Seri D). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

dan 

BUPATI  PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

TAHUN 2018-2023. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati adalah Bupati Probolinggo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo. 

5. BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Probolinggo. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 

selaku pengguna anggaran/barang. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan Nasional untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk                          

periode 20 (dua puluh) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 
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11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh daerah. 

14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 

15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

warga Negara. 

16. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfatan 

sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, ruang berusaha, meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai urusan 

daerah yang menjadi kewenangannya. 

17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan 

kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan beberapa 

unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. 

18. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan dan menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan 

tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. 

19. Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan 

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan 

karakteristik yang bersifat mendasar, penting, mendesak, berjangka 

menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. 

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan pembangunan daerah. 

21. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. 

22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan 

berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil. 
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BAB II 

RPJM DAERAH 

Pasal 2 

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018-2023 yang memuat 

penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman 

pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah 

Provinsi Jawa Timur. 

 

Pasal 3 

(1) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut : 

BAB  I  : PENDAHULUAN 

BAB  II  : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB  III  : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

BAB  IV  : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

BAB  V  : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

BAB  VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB  VII  : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH  

BAB  VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB  IX  : PENUTUP  

(2) Penjabaran RPJM Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Daerah ini. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN RPJM DAERAH 

Pasal 4 

(1) Seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan seluruh 

pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target sebagaimana yang 

telah ditetapkan RPJM Daerah Tahun 2018-2023. 

(2) Seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Daerah agar melaksanakan               

program-program yang tercantum di dalam RPJM Daerah Tahun 2018-2023. 

(3) Seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Daerah agar menyusun Renstra PD 

dengan berpedoman RPJM Daerah Tahun 2018-2023. 
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BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah dilakukan 

dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati 

yang dituangkan dalam RPJM Daerah. 

(2) Bupati melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi                

pelaksanaan RPJM Daerah. 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2018-2023 target sasaran 

kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran 

target sasaran kinerja baru. 

(2) Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2018-2023 target sasaran 

kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan kembali 

penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru. 

(3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB  V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

RPJM Daerah dapat diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi yang menjadi 

pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 

sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2023-2028 

yang memuat visi, misi dan program Bupati terpilih. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo. 

 

Ditetapkan di           Probolinggo 

 Pada tanggal  22 Maret  2019 

BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal  22  Maret  2019 

       SEKRETARIS DAERAH 

                    ttd 

     H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

          Pembina Utama Muda 

     NIP. 19621225 198508 1 002 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019                       
NOMOR 6 SERI E 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 53-6/2019 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Administrasi 

Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

P A R J O N O, SH. M.Si 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19610607 198102 1 002 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 53-6/2019 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR :     TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH) 

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 260 ayat (1)                

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dalam suatu 

Peraturan Daerah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 : Cukup jelas. 

Pasal 2 : Cukup jelas. 

Pasal 3 : Cukup jelas. 

Pasal 4 : Cukup jelas. 

Pasal 5 : Cukup jelas. 

Pasal 6 : Cukup jelas. 

Pasal 7 : Cukup jelas. 

Pasal 8 : Cukup jelas. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


	Diundangkan di         Probolinggo 
	Pada tanggal  22  Maret  2019 
	       SEKRETARIS DAERAH 
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